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Perjanjian membangun dan bagi hasil merupakan salah satu contoh perjanjian timbal balik yang menganut prinsip kebebasan
berkontrak, seperti yang disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) jo Pasal 1320 KUHPerdata yang memberikan kebebasan untuk
mengadakan dan menentukan perjanjian namun dalam batas-batas tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan
ketertiban umum serta harus diikuti dengan iktikad baik, tetapi dalam kenyataannya ditemukan suatu perjanjian yang objek
perjanjiannya musnah akibat force majeure, namun di karenakan tidak dicantumkan klausul force majeure, sehingga menimbulkan
sengketa mengenai tanggung jawab dari musnahnya objek perjanjian.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan tanggung jawab pemilik tanah terhadap rumah yang musnah akibat force majeure,
tanggung jawab pelaksana pembangunan terhadap rumah yang musnah akibat force majeure, dan penyelesaian sengketa mengenai
tanggung jawab para pihak kepada pembeli rumah.
Untuk memperoleh data di dalam penelitian ini digunakan metode penelitian secara empiris dan yuridis, Penelitian empiris yaitu
untuk memperoleh data primer dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang terlbat di dalam kasus, penelitian yuridis yaitu
untuk memperoleh data sekunder dikaji dari segi peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemilik tanah tidak menganggap bahwa rumah yang musnah dan rusak akibat keadaan force
majeure menjadi tanggung jawabnya. Pelaksana pembangunan telah melakukan upaya permohonan bantuan rumah kepada BRR
(Badan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi), walaupun hanya dibangunkan 4(empat) dari 7(tujuh) rumah yang musnah. Penyelesaian
sengketa yang telah diupayakan yaitu pelaksana pembangunan telah mengembalikan sejumlah uang kepada pembeli rumah dan dari
pengembalian sejumlah uang kepada pembeli yang rumahnya musnah tersebut hanya ditanggung sendiri oleh pelaksana
pembangunan.
Disarankan kepada pemilik tanah agar dapat memahami isi perjanjian dan memahami aturan hukum yang berlaku mengenai resiko
dari keadaan force majeure dengan baik. Kepada pelaksana pembangunan agar kedepannya dalam pembuatan perjanjian dapat
mencantumkan klausul resiko akibat force majeure. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam permasalahan ini agar kiranya
menempuh jalur musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan mediator seorang ahli hukum khususnya bidang
perjanjian.
